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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut, bahwa tindakan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap
bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon
belum sepenuhnya diberikan. UNHCR hanya terfokus pada apa yang
diperlukan pengungsi pada saat itu juga, seperti sandang , papan dan pangan ,

dikarenakan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan terus bertambah.

Wewenang UNHCR terbatas pada kegiatan non politik dan bersifat
kemanusiaan. UNHCR bukanlah sebuah Negara yang yang memiliki
kedaulatan, setiap kegiatan yang dilakukan UNHCR hanya Dbersifat
kemanusiaan, melindungi hak pengungsi serta mencarikan solusi jangka
panjang untuk pengungsi. Berbeda dengan Lebanon sebagai sebuah Negara
yang memiliki kedaulatan yang tentu saja berhak untuk memutuskan apakah
seorang pengungsi tanpa kewarganegaraan dalam hal ini bayi yang dilahirkan
oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya, dapat ditetapkan menjadi warga

Negara Lebanon itu sendiri ataupun tidak.

UNHCR hanya berupaya mengajak pemerintah yang berdaulat untuk

mau memikirkan nasib bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah
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negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan UNHCR adalah mengajak
Pemerintahan Lebanon untuk mau mengaksesi konvensi 1961 tentang
pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan supaya pemerintah Lebanon
mampu mengupayakan serta menjamin hak setiap bayi yang dilahirkan oleh
pengungsi Suriah di wilayah negaranya sesuai dengan konvensi 1951 tentang

status pengungsi yang didalamnya telah diatur tentang pengungsi itu sendiri.

B. Saran

1. UNHCR seharusnya lebih gencar lagi dalam memperjuangkan status
kewarganegaraan para pengungsi tanpa kewarganegaraan.

2. UNHCR meminta dengan tegas agar setiap Negara-negara segera
mengaksesi konvensi 1961 mengenai pengurangan keadaaan pengungsi
tanpa kewarganegaraan dan konvensi 1954 mengenai status pengungsi
tanpa kewarganegaraan.

3. Menekankan akan pentingnya perangkat universal untuk perlindungan
orang-orang tanpa kewarganegaraan.

4. UNHCR mengundang Negara-negara pihak untuk mempertimbangkan
pentingnya mengaksesi konvensi 1961 tentang pengurangan keadaa
pengungsi tanpa kewarganegaraan dan konvensi 1954 tentang status
pengungsi tanpa kewarganegaraan untuk mengurangi penderitaan

pengungsi tanpa kewarganegaraan.
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5. Pemerintah Lebanon seharusnya dengan tegas menetapkan setiap bayi
yang dilahirkan pengungsi Suriah di wilayah negaranya menjadi bagian

dari warga Negara Lebanon agar memiliki status yang jelas.
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